BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 42 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

Menimbang

Mengingat

RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangn Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor
21 tahun 2007, menyatakan bahwa dalam hal pemerintah
daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan
atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan
diberi tunjangan perumahan, dalam bentuk uang dan
dibayarkan setiap bulan, dan harus memperhatikan asas
kapatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga
setempat yang berlaku yang besarannya ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Kabupaten Empat Lawang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomorl Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 4677);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis tentang
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6187);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokeler dan Keungan Pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana beberapa kali diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokeler dan Keungan Pimpinan dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Le'mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pegelompokan Kemampuan Keungan Daerah serta
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Menetapkan

13.

14.

15.

Pelaksanaan dan Pertangung jawaban dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016
Nomor 9).

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.a
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018
Nomor 4.a);

Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat
Lawang Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG TUNJANGAN
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Empat Lawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD

. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Empat
Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD

Kabupaten Empat Lawang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

www.jdih.empatlawangkab.go.id



7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan
anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya seapanjang pemerintah daerah
belum mampu menyediakan rumah dinas dan disesuaikan dengan kemampuan
keuangan Daerah dengan memperhatikan azas kepatuhan, kewajaran dan
rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

8. Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang.

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

(1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan Anggota DPRD sepanjang
Pemerintah Daerah belum mampu menyediakan Rumah Dinas.
(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa

rumabh.

Pasal 3

(1) Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan.
(2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan azas kepatuhan, kewajiban dan rasionalitas serta standar

harga setempat yang berlaku.

Pasal 4

(1) Besar Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk

Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRD sebesar .......... : 16.500.000;/bulan
b. Anggota Dewan sebesar .......... : 16.000.000;/bulan
Pasal 5

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 masing-masing

dikenakan pajak sebesar 15%.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Perumahan ebagaimana dimaksud dalam pasal 4

Pengangarannya di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Juli 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 31 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2012 NOMOR 42

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRI_KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007
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